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ABSTRAK 

Sahara Azukra, 2025, 211726, Pemenuhan Kewajiban Nafkah Lahir Suami 

Yang Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga Menurut Hukum Islam, Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA TanjungPinang, Prodi Hukum Keluarga 

Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

Latar belakang ini membahas nafkah dalam islam merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh suami kepada istri sebagai bentuk tangung jawab. Nafkah 

menccakup segala bentuk kebutuhan hidup yang  diperlukan oleh istri,  baik 

material seperti uang, makanan, dan tempat tinggal, maupun non-materi seperti  

perhatian dan kasi  sayang . kewajiban ini tidak hanya diatur dalam hukum agama, 

tetapi juga dalam hukum negara, dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan 

anggota keluarga. Suami diharuskan untuk memberikan nafkah sesuai  

kemampuannya, sebagaimana di atur dalam Al-Quran dan hadis, sebagai bentuk 

kepedulian, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. 

 Penelitian ini menunjukan bahwa merupakan penelitian hukum normatif 

empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan 

dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami terhadap istri 

dan anak-anaknya. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi 

terhadap keluarga narapidana serta pihak lembaga pemasyarakatan dan instansi 

keagamaan terkait, guna mengetahui praktik dan implementasi kewajiban nafkah 

dalam kehidupan nyata. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaj narapidana yang tidak dapat 

memberikan nafkah langsung kepada keluarga mereka, sehingga istri atau keluarga 

sering kali harus berjuang secara mandiri, seperti bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga. Peran lembaga permasyarakatan (Lapas) juga diulas, 

mengungkapkan bahwa meskipun ada program pelatihan dan pembedayaan 

ekomoni bagi narapidana, belum ada system yang efektif untuk membantu mereka 

memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Dalam konteks ini, Lembaga 

Pemasyarakatan seharusnya mengambil peran lebih aktif dalam mendukung 

narapidana untuk tetap produktif dan mampu memberikan kontribusi finansial, 

serta memastikan kebutuhan nafkah batin bagi istri tetap terjaga. Dari spektif 

hukum islam, meskipun seorang suami sedang menjalani hukuman penjara, 

kewajiban nafkah tetap menjadi jawabannya. Hal ini menunjukan bahwa islam 

tidak membebaskan kewajiban tersebut hanyak berdasarkan kondisi ekonomi atau 

status sosial, melainkan tetap mengutamakan yang adaa. 

Kata Kunci: Nafkah, Suami Narapidana, Hukum Islam, Kewajiban, Keluarga. 
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ABSTRACT 

Sahara Azukra, 2025, 211726, Fulfillment of the Husband’s Financial 

Support Obligation While Incarcerated According to Islamic Law: A Study at the 

Class IIA Narcotics Correctional Institution Tanjungpinang, Islamic Family Law 

Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Archipelago 

The Background discusses that provision in islam is an obligation that must 

be fulfilled by the husband to the wife as a form of responsibility. Provision 

encompasses all forms of living needs required by the wife, both material sech as 

money, food, and sheleter, as well as non-material such as attention and affection. 

This obligations is regulated not only by religious law but also by state law, with 

the aim of maintaining the welfare of family members. The husband is required to 

provide provision according to his ability, as a form of care, love, and moral 

responsibility..  

This research is a normative juridical literature study, aimed at analyzing 

the Islamic legal perspective on the obligation of a husband serving a prison 

sentence to support his family and its implications for the family's well-being. The 

study reviews classical and contemporary Islamic legal sources. Findings indicate 

that incarceration does not nullify a husband's duty to support his wife and children. 

 Research results show that many prisoners are unable to provide direct 

financial support to their families, causing wives or relatives often to struggle 

indenpendently, such as working to meet household needs. The role of correctional 

institutions (prisons) is also axamined, revealing that although there are training  

and  economic empowerment programs for prisoners, there  is no effective system 

to helm them fulfill their family support obligations. In this context, correctional 

institutions should take more active role in supporting prinsoners to remain 

productive and capable of contributing financially, as we as ensuring that the 

emotional and relational needs off the wife are maintained. From the perspective 

of Islamic law, even if a husband is serving a prison  sentence, the obligation to 

provide support remains. This indicates that islam does not absolve this obligation 

solely based on economic conditions or social status but still prioritizes it. 

Keywords: living, incarcerated husband, Islamic law, obligation, family. 

 

 

 



 

vii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ

Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2 

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3 

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..
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 Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتبَََ -

 fa`ala  فَعلَََ -

 suila  سُئلََِ -

 kaifa  كَيْفََ -

 haula حَوْلََ -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4 

Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 ا.َ..ى.َ..

Fathah dan alif atau 

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

 

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رمََى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يَ قُوْلَُ -
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D. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfā رَؤْضَةَُالأطَْفاَل -

رَةَُ الْمَدِيْنَةَُ - الْمُنوََّ  al-madīnahal-munawwarah/al-

madīnatul munawwarah 

 

 Talhah   طَلْحَةَْ -

 

E. Syaddah (Tasyidid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لََ -  nazzala نزََّ

 al-birr البِرَ  -
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu  الشَّمْسَُ -

 al-jalālu    الْجَلَالَُ -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 
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hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u النَّوْءَُ -

 inna إنََِّ -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

رَُالرَّازقِِيْنََ -  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa  وََإِنََّاللهََفَ هُوََخَي ْ

innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 

مُرْسَاهَا وََ مَجْرَاهَا اللهَِ بِسْمَِ -   Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 
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untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

الْعَالَمِيْنََ رَب َِ للهَِ الْحَمْدَُ -  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu 

lillāhi rabbil `ālamīn 

 

الرَّحِيْمَِ الرَّحْمنَِ -   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

رحَِيْمَ  غَفُوْرَ  اللهَُ -  Allaāhu gafūrun rahīm 

 

عًا الأمُُوْرَُ للِ هَِ - جَمِي ْ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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MOTTO 

 

تُمْ مُّؤْمِنِيْنَ   وَلََ تَهِنُ وْا وَلََ تَحْزنَُ وْا وَانَْ تُمُ الََْعْلَوْنَ اِنْ كُن ْ
 

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”  

(QS. Ali Imran: 139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nafkah adalah segala bentuk kebutuhan hidup yang wajib diberikan 

oleh seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggungannya, sesuai dengan 

hukum dan ketentuan agama atau hukum negara. Nafkah suami kepada istri 

merupakan kewajiban yang penting dalam Islam karena merupakan bagian dari 

hukum perikatan yang benar, nafkah juga merupakan salah satu bentuk tangung 

jawab suami sebagai kepala rumah tangga, nafkah suami kepada istri 

menunjukan kepedulian suami terhadap istri dan menunjukan bahwa suami 

tidak bakhil dan pelit bahwa suami memenuhi kewajiban sebagai pemimpinan 

keluarga.1  

Dalam hukum Islam, Menurut Mazhab Syafi’i kewajiban nafkah suami 

tetap berlaku meskipun ia berada di dalam penjara, dengan catatan bahwa jika 

suami tidak memiliki sumber nafkah karena tidak mampuan pisik atau 

ekonomi, maka istri bisa memintakan nafkah tersebut dari pihak lain yang 

bertanggung jawan seperti (keluarga suami, jika ada kemampuan).2 Tetapi juga 

berdasarkan status suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki 

kewajiban untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan jika 

suami dipenjara, kewajiban nafkah tetap ada karena statusnya tetap seorang 

                                                           
1 Rahman Dadali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana 2008), hal.10. 
2 Mazhab Syafi’i mengatur bahwa kewajiban nafkah suami tetap berlaku meskipun suami 

berstatus narapidana, selama suami masih memiliki  kemampuan untuk memberikan nafkah, baik 

dari harta pribadi atau usaha lainnya. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah kerena kondisi 

narapidana, nafkah dapat berkurang atau bahkan tidak diwajibkan sesuai dengan keadaan (al-

Nawawi, al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab, jilid 16,hal.317) 
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suami dan ayah tidak berubah. Namun dalam kondisi ini, pelaksanaan 

kewajiban nafkah perlu disesuaikan dengan keterbatasan yang dihadapi  oleh 

suami yang menjaani hukuman di penjara. Dalam dasar hukum Islam, 

kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak-anak sangat jelas.   

Dalam Al-Quran Surah  An-nisa ayat 34 berbunyi: 

مۡ   لِّهِّ نۡ أمَۡوََّٰ لَ ٱللَّهُ بعَۡضَهُمۡ عَلىََّٰ بعَۡضٖ وَبِّمَآ أنَفقَوُاْ مِّ مُونَ عَلَى ٱلن ِّسَاءِّٓ بِّمَا فَضَّ جَالُ قَوََّّٰ  ٱلر ِّ

ظُوهُنَّ وَٱهۡ  تِّي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِّ
تٞ ل ِّلۡغيَۡبِّ بِّمَا حَفِّظَ ٱللَّهُ  وَٱلََّّٰ

فِّظََّٰ تٌ حََّٰ نِّتََّٰ تُ قََّٰ لِّحََّٰ وهُنَّ رُ جُ فَٱلصََّّٰ

ا كَبِّ  ۗ إِّنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِّي ّٗ نَّ سَبِّيلَا  فَإِّنۡ أطََعۡنكَُمۡ فلَََ تبَۡغوُاْ عَلَيۡهِّ
بوُهُنََّّۖ عِّ وَٱضۡرِّ ا  يفِّي ٱلۡمَضَاجِّ َرّٗ

Artinya: “dan (kalau perlu) pukullah mereka dengan cara tidak menyakitkan. 

akan tetapi mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan 

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya, Allah laki-laki dalam penanggung 

jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagaian mereka  

atas sbagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dan 

hartanya. Maka perempuan perempuan yang saleh, adalah mereka  yang taat 

(kepada allah) dan menjaga diri ketika tidak ada, karena Allah menajaga. 

Perempuan perempuan  yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu 

beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah 

ranjang), Mahatinggi, Mahabesar”.3 

Ayat ini sering ditafsirkan oleh berbagai ulama mengenai peran suami 

sebagai pemimpin bagi istri, yang berarti suami bertanggung jawab dalam 

memberikan perlindungan,bertanggung jawab dan nafkah kepada istri. Juga 

dibahas mengenai bagaimana suami menghadapi ketidakaktaatan dan kesetiaan 

istri, yang mengarah pada tiga langkah yang disebutkan memberi nasehat, 

berpisah, tempat tidur dan jika perlu melakukan tindakan yang lebih keras. 

                                                           
3Tentang  laki-laki adalah pemimpin bagi wanita oleh karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka.  

(QS. An-Nisa:34) 
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Menurut beberapa ulama seperti Ibnu Abbas dan Imam Al-Qurtubi, ayat ini 

menunjukan bahwa suami harus menjaga hak-hak istri dan menegakkan 

keadilan, tetapi pada saat yang sama, mereka harus bersikap bijaksanaan dan 

tidak menganiaya.  

Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah, tindakan seperti 

memukul seharusnya dilakukan dengan senang hati dan hanya dalam konteks 

sebagai usaha terakhir setelah nasihat dan perpisahan tempat tidur tidak 

berhasil. Jadi peran suami menurut ayat ini adalah sebagai pelindung dan 

pengayom yang tidak hanya menjaga nafkah dan keselamatan fisik istri, tetapi 

juga sebagai pengawas perilaku dan keharmonisan  rumah tangga, sambil tetap 

berusaha menghindari kekerasan yang tidak perlu. 

Hukum positif indonesia mengatur kewajiban nafkah dalam beberapa 

peraturan perundang-undang antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan pasal 34 menyatakan bahwa  suami wajib memberikan 

nafkah kepada istri dan anak-anaknya4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang permasyarakatan pasal 14 huruf c menyambutkan bahwa narapidana 

berhak mendapatkan pelayanan sosial, termasuk bimbingan dan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Berdasarkan sumber data yang ada di lemaga pemasyarakatan 

(LAPAS) Narkotika Jumlah narapidana yang tercatat mencapai 692 orang. 

Dari jumlah tersebut, 625 orang beragama muslim, sedangkan 67 orang 

                                                           
4Undang-undang Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 34, hlm.8) 
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beragama non muslim.5 Hal ini menggambarkan tantangan dalam pemenuhan 

kewajiban nafkah bagi kelurga narapiana kepada istri dan anak-anak meskipun 

sedang menjalani hukuman penjara. dalam hal ini penting bagi pihak terkait, 

seperti lembaga pemasyarakatan dan pengadilan, untuk mencari solusi yang 

memungkinkan keluarga narapidana tetap mendapatkan nafkah yang adil, 

meskipun terhambat oleh kondisi yang tidak dapat kerja. Seperti kasus di 

bawah ini: 

Kasus pertama, narapidana berinisial Y seorang narapidana sejak tahun 

2022 (3 tahun) yang mana dalam memenuhi nafkah kepada istrinya, suami 

telah meninggalkan sebuah usaha catering yang saat ini dijalankan oleh istri 

untuk memenuhi kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya. 

Kasus kedua, narapidana berinisial M seorang narapidana sejak tahun 

2018 (6 tahun) yang mana suami tidak dapat memenuhi nafkah terhadap istri 

dan anaknya, tetapi pihak keluarga suami yang siap bertanggung jawab 

memenuhi kebutuhan terhadap istri dan anak-anak narapidan berinisial M 

tersebut. 

Kasus ketiga narapidana yang berinisial B seorang narapidana yang 

divonis hukuman seumur hidup, yang mana narapidana ini juga tdak dapat 

memberikan nafkah kepada istri dan anak anaknya. Sehingga istri memutuskan 

untuk bercerai.  

                                                           
5 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang Kelas IIA , wawancara  langsung, 3 

Febuari 2025. 
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Namun penyesuaian tersebut tidak berarti menghapuskan kewajiban 

nafkah secara total, melainkan kepada peraturan yang realitis, sesuai dengan 

kondisi yang ada. Urgensi dari penelitian ini sangat penting meningkatkan 

banyaknya narapidana yang tidak dapat secara langsung memenuhi kewajiban 

nafkah kepada keluarganya karena terbatasnya kemampuan ekonomi saat 

berada di dalam penjara. Penelitin ini diperlukan untuk memahami dan 

menganalisis bagaimana mekanalisme pelaksanaan kewajiban nafkah terdapat 

disesuaikan dengan kondisi suami narapidana, baik dari persepektif  hukum 

islam maupun hukum positif. Dengan memahami permasalahan ini secara 

komprehensif dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan 

kebutuan keluarga narapidana, sehingga tidak ada keluarga yang terlantar 

meskipun kepala keluarga menjalani hukuman penjara.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan 

kewajiban nafkah narapidana terhadap  keluarga di lapas narkotika kelas IIA 

Tanjungpinang ditinjau dari hukum Islam dalam hukum positif indonesia. 

Penulis tertarik untuk meneliti seorang suami yang berstatus narapidana 

memenuhi kewajibannya nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap 

keluarganya yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul “PEMENUHAN 

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA 

TERHADAP KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana status kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus 

narapidana menurut hukum islam? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pelaksanaan 

kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika di 

lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan yang ada di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status kewajiban 

nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana menurut 

hukum islam.  

b. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan 

kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang menjalani masa 

pidana di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA 

Tanjungpinang. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Sebagai gambaran pengtahuan masyarakat bagaimana pemenuhan 

kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana dan menjaga 

harmonis rumah tangga. 
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b. Sebagai bahan kajian ilmu syariah, khususnya di bidang Prodi Hukum 

Keluarga Islam. 

c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN 

ABDURAHMAN KEPRI. Dan masyarakat luas yang ingin 

mempelajari lebih dalam topik ini atau mengkajinya dari berbagai 

sudut. 

D. Kajian Terdahulu 

Sebagaimana disebutkan Permasalahan di atas, bahwa penelitian 

menitik beratkan pada pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus 

Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 

Tanjungpinang) Pada Penelitian yang akan diteliti ini Penulis menemukan 

beberapa karya penulis sebelumnya yang mengangkat tema berupa, penelitian 

terdahulu tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 

Pertama Jurnal, Dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh Nur 

Iskandar 2023 Dengan judul “Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus 

narapidana terhadap keluarga Seorang yang berstatus narapidana” ada yang 

mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana dalam 

pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIB Batang dan mengetahui pengaruh kewajiban pemenuhan nafkah 

suami berstatus narapidana terhadap keluarga dalam sighat taklik talak. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama yaitu dengan cara suami suami 
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yang masih bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga yang 

ditinggalkan berupa usaha atau bisnis yang bekerjasama dengan saudaranya 

dan ketika dia sebelum masuk penjara, dari hasil usaha yang dimiliki suami 

tersebut bisa digunakan istrinya untuk keperluannya. Kedua pengaruh 

kewajiban pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana terhadap keluarga 

dalam sighat taklik talak yaitu tidak berpengaruh terhadap suami yang masih 

bisa memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap keluarga yang menjadikan 

keluarganya masih utuh. Sedangkan suami yang tidak bisa memenuhi 

kewajiban nafkahnya terhadap keluarganya sighat taklik talak itu berpengaruh 

karena hak-hak istrinya itu tidak dipenuhi oleh suami berstatus narapidana dari 

situlah yang menjadi istrinya minta berpisah terhadap suaminya.6 

Kedua, Jurnal ditulis oleh Andi Syahputra: “ Kewajiban nafkah 

keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut kompilasi hukum islam dan 

hukum positif” tahun 2023 dalam hukum islam menurut KHI dan hukum 

positif menerangkan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah 

terhadap keluarga, namun seiring berkembang zaman sering seseorang 

melakukan perbuatan pidana sehingga harus menjalani hukuman sebagai 

narapidana dilembaga pemasyarakatan. Fakta yang ditemukan dilapas kelas 

IIA Curup bahwa masih banyak di temukan suami berstatus narapidana 

kesulitan dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap keluarganya. 

                                                           
6 Nur Iskandar, Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana terhadap 

Keluarga (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023). 
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Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban 

nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan 

keas IIA  Curup secara umum tidak dapat terlaksanakan dikarenakan status 

menjadi narapidana yang semuanya terbatas dan tidak ada kemampuan untuk 

dapat melaksanakan kewajiban nafkah dan mengenai status kewajiban suami 

berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut 

hukum islam dan hukum positif berupa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan bahwa dalam KHI dan Undang-Undang No Tahun 1974 

tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah dalam 

keadaan sebagai narapidana yang kehidupan terbatas sehingga terdapat sebuah 

kekosongan hukum mengenai kewajiban seorang narapidana dalam memenuhi 

nafkah keluarganya karena hak suami tidak terpenuhi di lapas sehingga tidak 

wajib memberikan nafkah terhadap keluarga.7 

Ketiga, Jurnal ditulis oleh Ahmad Imadul Adlha: “Analisis upaya suami 

sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dalam 

memenuhi kebutuhan nafkah materi terhadap keluarga ditinjau dalam 

kompilasi hukum islam (KHI). Tahun 2022  Pokok dari skripsi ini adalah 

menganalisa dan mengambarkan bentu pelaksanaan pemenuhan  nafkah materi 

oleh seorang suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta terhadap keluarga. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan 

                                                           
7 Andi Syahputra, Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut 

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Curup, 2023). 
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mengambarkan pelaksanaan  Kewajiban nafkah materi berstatus narapidana 

dan menganalisis bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam (KHI).  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan  

(Field Research), untuk mendapatkan data-data dari pemasalahan yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara 

dan dokumentasi, penolahan data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah 

tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.8 

Keempat, Jurnal ditulis  oleh  Mohamad Kalam Daud Syarifah 

Rahmatillah, dan Rento Wati Yuliana, diterbitkan oleh jurnal El-Usrah dengan 

judul: Persepesi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari 

Hukum Islam” Tahun 2021 jurnal ini merupakan penelitian dari study kasus 

dikecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini 

menghasilkan simpulan bahwa ketika seorang telah menjalankan binaan 

dilembaga pemasyarakatan hak-hak dicabut akses yang sangat tertutup dan 

banyak prosedural yang wajib dilakukan setiap aktifitas membuat para 

narapidana kesulitan dalam melakukan aktifitasnya, begitupun akan dampak 

beda pemenuhan hak dan kewajibannya seorang suami narapidana dalam 

pemenuhan nafkah kepada istrinya. 9 

                                                           
8 Ahmad Imadul Adlha, Analisis Upaya Suami sebagai Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materi terhadap 

Keluarga Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023). 
9 Mohamad Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah, dan Rento Wati Yuliana, “Persepsi Istri 

Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam,” El-Usrah: Jurnal Hukum 

Keluarga 5, no. 2 (2021): 145–158. 
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Kelima, skripsi  ditulis oleh Lingga Dewi Safitri “Pemenuhan Nafkah 

Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” 

Tahun 2022 dalam sebuah rumah tangga pasti akan timbul permasalahan salah 

satu permasalahan yang sering terjadi yaitu faktor ekonomi. Dalam hal ini 

seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah untuk istri dan anak anaknya. 

Dikarekankan menjadi narapidana, semestinya seperti yang telah tercantum 

dalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya 

suami menanggung. 

Keenam, skripsi yang berjudul ”kewajiban nafkaah bagi suami 

terpidana menurut hukum islam ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan IIA 

Pekan baru)” yang di tulis oleh Ferlan Niko. Skripsi ini bbersifat lapangan yaitu 

meneliiti para suami narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas  IIA Pekan Baru, apa hambatan dalam pelaksanaaan kewajiban nafkah 

suami yang terpidana. Lalu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya-

upaya yang dilakukan oleh suami  yang terpidana tersebut. Subyek penelitian 

ini adalah  suami yang narapidana yang telah berkeluarga yang beragama islam. 

Populasi pada penelitian  ini adalah seluruh suami yang berstatus narapidana 

yang berada di lapas kelas IIA Pekan baru.  

Hasil yang didapatkan dari penelitian bahwasannya sebelum menjadi 

narapidana semua informan bekerja sehingga memenuhi kebutuhan keluarga. 

Setelah menjadi narapidana mayoritas suami narapidana tidak bisa, memenuhi 

nafkah sebagaimana mestinya, namaun mereka memiliki inisiatif dengan 

melakukan cara seperti menggunakan tabungan, menjual aset, memiliki usaha 
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yang kemudian masih bisa dikelola sendiri melalui jarak jauh  lewat telepon 

rumah tahanan dan dikelola istri juga.10  

E. Kerangka Teori 

1. Kewajiban nafkah suami menurut hukum Islam 

Dalam hukum islam, suami memiliki kewajiban penuh untuk 

memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kewajiban ini bersifat 

tetap selama ikatan pernikahan masih berlangsung dan istri menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, seperti tinggal serumah dengan suami dan 

tidak melakukan nusyuz (pembangkangan).  

Nafkah secara bahasa “segala sesuatu yang di keluarkan untuk 

kebutuhan hidup” sedangkan menurut istilah syar’i, nafkah adalah 

pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya berupa kebutuhan seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai 

kemampuan suami dan standar kehidupan yang layak.  

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 

233. Ayat ini menegaskan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan 

dengan kemampuan suami, tanpa memberatkan pihak manapun.jika suami 

tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir, istri berhak mengajukan gugatan 

ke pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebutkan bahwa perlantaran 

                                                           
10 Lingga Dewi Safitri, Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami Narapidana Ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2022). 
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dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana berupa oidana penjara 

paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Dengan 

demikian nafkah lahir bukan hanya kewajiban suami, tetapi juga hak istri 

dan anak-anak yang harus dipenuhi untuk menjagaa keharmonisan dan 

kesejahteraan keluarga. 

 

3.  Kewajiban nafkah suami terpidana terhadap keluarga 

 Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri jika mereka 

berdua sudah berumah tangga sehingga nafkah merupakan keharusan 

dilakukan sebagai kepada rumah tangga.11 Masalah nafkah juga tertulis 

dalam buku nikah, akan dibacakan dan ditandatangani setelah melakukan 

ijab kabul di acara pernikahan secara langsung. Nafkah merupakan suatu 

hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh terhadap  keluarganya. 12 

Suami yang berstatus narapidana adalah pimpinan dalam rumah 

tangga karena kelakuan melakukan kejahatan atau perbuatan melawan 

hukum dan harus di hukum sebesar kejahatan berada di Lembaga 

pemasyarakatan. Tetapi suami masih mempunyai tanggungan yaitu 

memberi nafkah terhadap keluarganya. 

 Nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepada rumah 

tangga dalam memenuhi kebutuhan materi. Selain dalam kebutuhan materi 

                                                           
11 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4), menyebutkan: “Suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.” 
12 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Nikah: Petunjuk Teknis Pencatatan 

Nikah (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020), 15. 
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ada juga dalam kebutuhan non materi. Seperti mencukupi hasrat seksual 

keduanya. Dalam hal ini juga suami harus memenuhi dua hal nafkah yaitu 

nafkah batin yang berupa hubungan seksual dan nafkah lahir yang berupa 

sandang, padang dan papan. Ada beberapa bahasa menyebut nafkah batin 

batin dan nafkah lahir bisa disebut nafkah materi dan non materi. 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai 

sebagai miologi dalam penjelasan, supaya penelitian ini bisa tercapai 

obyektif secara tepat  dan terarah  dengan menggunakan metode Ilmiah.13 

1. Penelitian Hukum Normatif Empiris 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif 

empiris, yaitu gabungan antara kajian norma-norma hukum dan realitas 

pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan normatif digunakan 

untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum islam mengenai 

kewajiban nafkah suami terhadap keluarga berdasarkan sumber-sumber 

hukum seperti Al-Quran, Hadis, dan kitab fiqih. Sementara itu, 

pendekatan empiris juga dipakai untuk mengetahui bagaimana 

kewajiban itu di jalankan oleh suami berstatus narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Karena lokasi itu 

juga menjadi tempat pelaksanakan masa hukumana narapidana yang 

menjadi objek kajian.  

                                                           
13Herman Wasiti, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

2000), hal. 6. 
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2. Pendekatan Perundang-undangan dan hukum islam 

     Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan cara menelaah 

dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara 

resmi di indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah 

dan hak-hak keluarg. Pendekataan ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana aturan hukum positif yang mengatur kewajiban nafkah 

suami, terutama dalam konteks suami yang berstatus narapidana. 

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini memberikan 

kerangka normatif yang mengatur hubungan hukum dan tanggung 

jawab dalam rumah tangga menurut sistem hukum nasional.14 

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum islam 

dengan mengkaji sumber-sumber hukum islam seperti Al-Quran, hadis, 

dan kitab fiqih yang menjadi dasar hukuman dan pendoman dalam 

menjalankan kewajiban nafkah oleh suami kepada keluarga. 

15Pendekatan ini penting karena hukum islam memiliki aturan khusus 

yang mengatur kewajiban nafkah dalam rumah tangga, yang menjadi 

rujukan utama dalam masyarakat muslim. Dengan demikian 

pendekatan ini memberikan perspektif normatif keagamaan yang dalam 

mengenai kewajiban nafkah dalam konteks suami narapidana. Kedua 

pendekatan ini dipadukan untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai aspek hukum yang berlaku, baik secara formal 

                                                           
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: RajaGrafindo persada, 2001, hlm. 14 
15 A. Qodri Azizy, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurisprudensi, Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015, hlm. 78 
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dalam peraturan perudang0undangan nasional maupun secara normatif 

dalam hukum islam, sehingga analisis yang dilakukan lebih 

menyeluruh dan kontektual. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a) Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan 

peneliti yang bersumber dari informasi narasumber dan diperoleh 

secara langsung di lapangan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi bersama suami yang berstatus Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LAPAS) Kelas IIA 

Tanjungpinang. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder yakni data pendukung yang digunakan 

peneliti berupa buku, jurnal maupun tulisan ilmiah lain seperti 

skripsi yang berhubungan dengan dengan permasalahan yang 

diteliti oleh peneliti. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang ditentukan sebagai tempat penelitian yaitu di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  (LAPAS) Kelas IIA 

Tanjungpinang yang merupakan tempat pembinaan bagi para pelanggar 

hukum yang divonis Pengadilan dan Statusnya narapidana yang terletak 

di JL.DR Saharjo, SH No.03 KM. 18 Bintan, kijang.  

a. Subjek Penelitian 
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Subjek dalam suatu penelitian adalah dapat berupah benda, 

orang ataupun tempat data untuk variabel Penelitian yang menjadi 

Permasalahan.16 Adapun Subjek dalam ini yaitu narapidana yang 

menetap di Lembaga Pemasyaraktan Narkotika di Kelas IIA 

Tanjungpinang dan Keluarganya. 

b. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Variabel-Variabel yang 

akan diteliti. Dalam hal ini Peneliti ini, yang akan di jadikan 

penelitian adalah problem yang di hadapi para narapidana dalam 

bagaimana pemenuhan kewajibannya nafkah suami berstatus 

narapidana terhadap keluarga. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada Penelitian ini dengan cara pengumpulan datanya adalah 

mengunakan teknik Pengumpulan  data Sebagai Berikut: 

a. Observasi 

Teknik ini menurut adanya pengamatan dari peneliti baik 

secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitinya. 

Instrumen yang di pakai dapat berupa lembaran pengamatan, 

panduan pengamatan dan lainnya. Metode observasi ini peneliti 

gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung 

yang ada di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Tanjungpinang.  

                                                           
16 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian Edisi Baru, (Yogyakarta: Rinika Cipta, 2000), 

hal. 200. 
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b. Wawancara 

 Wawancara atau bisa disebut interviu adalah proses tanya-

jawab secara langsung yang dilakukan dua orang atau lebih tertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan dalam penelitian ini.17  Wawancara ini 

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka yaitu 

tentang permasalahan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah 

suami yanng berstatus narapidana terhadap keluarganya. Peneliti 

akan melakukan proses tanya-jawab secara langsung narapidana 

yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 

Tanjungpinang Tentang masalah tersebut baagamiana narapidana 

memenuhi kewajibannya meskipun tidak dapat menjalankan 

perannya secara utuh. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi Merupakan rekaman peristiwa yang terjadi 

dalam betuk penulisan, gambar/foto atau karya lainya yang 

diperlukan. Teknik diperlukan untuk memperoleh data atau 

dokumentasi yang derada di LAPAS Kelasi IIA Tanjungpinang 

yang berhubungannya berkaitan dengan yang di teliti. 

6. Analisis Data 

                                                           
17 Cholid Narbuto & Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.X, 

2009), hal. 72. 
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Merupakan Proses sistematis dan menyusun informasi dari hasil 

wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan mengumpulkan 

infromasi serta menyaring mana yang berarti dan mana yang 

dibutuhkan untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

di mengerti, metode analisis data ini mengunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian mengambarkan serta mengungkap 

fenomena-fenomena yang berada di tengah-tengan masyarakat sesuai 

dengan kenyataan di mana dilakukan penelitian.18 Setelah data 

terkumpulkan dengan baik data lapangan kemudian di klarifikasikan 

secara kualitatif sesuai dengan masalah kemudian dianalisis dan 

disimpulkan untuk menjawab permasalahan. Adapun langkah-langkah 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait. 

b. Menghimpun data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. 

c. Mengklarifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategorinya. 

d. Setelah data terhimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data 

berebentuk tulisan. 

e. Setelah tersusunya data dan sudah terklasifikasiakan langkah 

selanjutnya yaitu menarik kesimpulannya berdasarkan data yang 

telaah. 

                                                           
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Roda Karya, 1990), 

hal.5. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistem Pembahasan dalam penelitian ini bagi menjadi Lima bab yang 

masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. Penelitian ini di lakukan 

secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan di bawah ini. 

BAB I Pendahuluan yang terisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian menguraikan 

sejarah profil Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 

IIATanjungpinang, Data data di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 

IIA Tanjungpinang. 

BAB III Landasan Teori yang berisi mendeskripsikan tentang 

pengertian narapidana, konsep Nikah, kewajiban nafkah suami terhadap 

keluarga dan dasar hukum nafkah. 

BAB IV Analisis Hasil Penelitian yang terisi tentang analisis 

Pengertian nafkah dalam keluarga,  dasar hukum nafkah macam-macam 

nafkah  dan rukun syarat nafkah.  

BAB V Penutup yang berisi simpulan dari hasil masalah yang telah 

dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan sasaran. 
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